






 4 

BAB III 

Ruang Lingkup Kegiatan 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup kegiatan manajemen risiko meliputi manajemen risiko operasional dan 

manajemen risiko manajerial. 

 

(2) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Komunikasi dan konsultasi; 

b. Penetapan konteks; 

c. Penilaian risiko; 

d. Penanganan risiko; 

e. Pemantauan dan review. 

(3) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan 

dalam suatu siklus berkelanjutan. 

 

Komunikasi dan Konsultasi 

Pasal 4 

(1) Komunikasi dan konsultasi sebagai tahapan awal manajemen risiko sebagai proses 

interaktif kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 

(2) Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa: 

1. Rapat berkala; 

2. Rapat insidental; 

3. Seminar/sosialisasi/ workshop; atau 

4. forum pengelola risiko. 

 

Penetapan Konteks 

Pasal 5 

(1) Tahapan penetapan konteks dikoordinasikan oleh Komite Pengelolaan Risiko atau 

Komite yang ditunjuk. 

(2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan, visi dan misi, 

tujuan serta sasaran yang ditetapkan masing-masing unit kerja 

(3) Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Konteks eksternal yaitu situasi dari luar yang dapat mempengaruhi cara 

organisasi dalam mengelola risiko yang dapat meliputi,: 

a)  hukum, sosial, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan 

ekonomi, alam dan persaingan dengan organisasi lain dalam lingkup 

nasional, regional, atau internasional; dan 

b) hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan eksternal. 
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b. Konteks Internal: 

Konteks internal merupakan segala sesuatu dari dalam organisasi yang dapat 

mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola risiko. Hal ini dapat meliputi, 

namun tidak terbatas pada: 

a) tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas organisasi; 

b)  kebijakan, sasaran, dan strategi; 

c) kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya (modal, waktu, orang, 

prosedur, sistem dan teknologi); 

d) hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan 

budaya organisasi; 

e) sistem informasi, arus informasi dan  prosedur pengambilan keputusan; 

f) standar, Panduan dan model yang diterapkan oleh organisasi; 

 

c. Kriteria risiko  

Satuan kerja harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk 

mengevaluasi signifikansi risiko. Kriteria harus dapat mencerminkan nilai - nilai 

organisasi, tujuan dan sumber daya. Beberapa kriteria yang dapat dikenakan 

oleh, atau berasal dari, persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan lainnya 

yang diterapkan oleh organisasi. Kriteria risiko harus konsisten dengan 

kebijakan manajemen risiko organisasi, yang didefinisikan pada awal setiap 

prosedur manajemen risiko dan akan terus ditinjau. Faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam mendefinisikan kriteria risiko sebagai berikut: 

a) Sifat dan jenis sebab dan akibat yang dapat terjadi dan bagaimana akan 

diukur; 

b) Bagaimana kemungkinan akan didefinisikan; 

c) Jangka waktu dari kemungkinan dan/ atau konsekuensi; 

d) Bagaimana tingkat risiko ditentukan; 

e) Pandangan dari pemangku kepentingan; 

f) Tingkatan atau bobot risiko yang dapat diterima atau ditoleransi, dan 

g) Apakah kombinasi dari beberapa risiko harus diperhitungkan, apabila 

demikian, bagaimana dan kombinasi apa yang harus dipertimbangkan. 

 

Penilaian Risiko 

Pasal 6 

(1) Penilaian risiko terdiri atas : 

a. identifikasi risiko 

b. analisis risiko 

c. evaluasi risiko 

(2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-

masing unit pelayanan dan unit kerja sebagai unit pemilik risiko secara proaktif 

terhadap kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang 

kemungkinan dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan 

sasaran unit pelayanan dan unit kerja. 
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(3) Identifikasi risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja 

didokumentasikan dalam bentuk data elektronik. 

(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan  oleh  Unit 

Pengelola Risiko/atau unit Manajemen Risiko  yang ditunjuk dengan sistem skoring 

tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan risiko-risiko yang telah 

diidentifikasi oleh unit pemilik risiko. 

(5) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan 

tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Risiko rendah dengan kode warna biru; 

b. Risiko sedang dengan kode warna hijau; 

c. Risiko tinggi dengan kode warna kuning; dan 

d. Risiko sangat tinggi (ekstrim) dengan kode warna merah. 

(6) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pimpinan 

masing-masing unit kerja untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya 

dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penilaian Risiko diatur dalam Pedoman 

yang disusun oleh Unit Pengelola Risiko atau Unit yang ditunjuk. 

 

PENANGANAN RISIKO 

Pasal 7 

(1) Penanganan risiko menjadi tanggung jawab bersama segenap unsur pada unit kerja 

dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan 

memutuskan opsi penanganan risiko yang akan dipilih. 

(2) Pimpinan unit kerja dari unit pemilik risiko menjadi leading sector dalam proses 

penanganan risiko dengan difasilitasi oleh Unit Pengelola Risiko. 

(3) Hal-hal yang dapat dilakukan dalam Penanganan Risiko meliputi: 

a. menghindari risiko dengan memutuskan tidak memulai atau tidak melanjutkan 

aktifitas yang menimbulkan risiko· 

b. mengambil atau meningkatkan risiko untuk mendapat peluang yang lebih baik 

atau lebih menguntungkan; 

c. menghilangkan sumber risiko; 

d. menurunkan kemungkinan; 

e. menurunkan dampak; 

f. berbagi risiko dengan pihak lain; 

g. mempertahankan risiko dengan informasi pilihan. 

(4) Sebagai salah satu bentuk Penanganan Risiko, Komite Peningkatan Mutu dan 

Keselamatan Pasien wajib melakukan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

terhadap risiko terutama Tingkat Sangat Tinggi dan Tingkat Tinggi sekurang-

kurangnya 1 (satu) risiko setiap tahun. 

(5) Kegiatan FMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menghasilkan 

rancangan baru (redesain) terhadap mode kegagalan yang dipilih untuk diperbaiki 

berdasarkan risiko yang dipilih untuk ditangani. 

 

 




